
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat, don Dacrah Istimewa Yogy akarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Mengingat 

a. bahwa denzan adanya perubahan ketentua.n dalam 
hal menentukan pilihan antara Tambahan 
Penghasilan Pegawai dengan lnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan 
Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tentang 
Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan 
Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lmgkungan 
Pemerintah Kota Semarang perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu 
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang 
Perubahan atas Peraturan W alikota Semarang Nomor 
38 Tahun 2014 tentang Pemberian dan Pemberhentian 
Tam bahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

Menimbang 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82. Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indnnesia Nomor 5234)·; 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang ... lJndang Nomor ~3 Tahun 2014 tentang 
Pernerirttahxn Daerah (Lembaran · Negara Republik 
Indonesia 'I'a hu n 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 30'/9); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 
Cuti Pegawai Negeri SipTI [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 'Tahun 1979 Nornor 4 7, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Normrr 3·2 Tahun 1979 tentang Pernberherrtian 
Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah 'Tingkat U Purbalingga, Cilacap, 
Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tcngah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor89); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Repub1ik Indonesia Tahun 2003 Norn.or 15, Tambahnn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4263) 
aebagaimaria telAh diubah dengan Peraturan. 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipi! (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 164); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahtm 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tumbahan Lembaran Negara Republik fndonesia 
Nomor 4576); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan 
Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan 
Kehormatan Profesor [Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Rcpubllk Indoncsla Tahun 2010 Nornor 74~ Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Perncrintah RcpubJik Indonesia Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 51 £ 1 )~ 

16. Peraturan Pernerintah No111or 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Ketja Pegawai Negeri 
Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5258}'; 

1 7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 ten tang 
Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri 
Sipil; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu.n 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalarn Negeri Nornor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Pera tu ran Daer-ah Kota Semarang Nornor 11 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kata Semarang Tahun 2007 Nomor 
1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 
Nomor i) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kot-a Semarang 
Nomor 83); 

20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Dacrah Kota Semarang, 
[Berita Daerah Kuta Semarang Tahun 2010 Nomor 
30A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 
22A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A Tahun 2010 
tentang Pelak-aa1.,a-a_1\ Pen"lbet'ian dan Penianfaa:lan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kata Semarang 
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 
22A); 



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu] berlaku bagi PNS yang 
bertugas di SKPD / Unit Kerja sebagai berikut: 

a. Badan Lingkungan Hidup; 
b. Dinas Kesehatan; 
·c. Dina$ Bina Murgu, 
d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya 

Mineral; 
e. Dinas Kebakaran; 
f. Dinas Tata Kota dan Perumahan; 
g. Dinas Penerangan .Jalan dan flenge-lola-an R'P.ktai'tlP.; 
h. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 
1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
k. Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga; 
I. Dinas Kebu-dayaan dan Pariwisata; 
m. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
n. Dlnas Pasar: 
o. Dina~ Pengetolaan KP.uangan dan Aser DaP.mh; 
p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
r. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah; 
s. Kecamatan dan Kelurahan. 

Pasal 5 

Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 
tentang Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Pengahsailan Pegawai bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang diubah sebagai 
berikut: 
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai 
berikut : 

PERATURAN WALlKOTA SEMARANG TENTANO 
1-'B;J{UHAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR 38 1'AHUN 2014 TENTANG PEMHEN.lAN DAN 
PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENOHASILAN PEGAWAI 
BAGI PEGAWAI NEGERI STPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG. 

Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN~ 

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor lC Tahun 2011 
tentang Pclaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan 
tnsentif Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang 
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor IC) 

Pasall 



ADI TRI HANAN'rO 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN !Lo J"l NOMOR ~~fO 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal ~ p~~m~ )..0 I~ 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ~ Qt:W11.!ott- ;UJf<f 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan Peraturan 
Wahkota ini dengan penornpatarmya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Pcraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

. . ~ , 


